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Abstrak
 

<p style="text-align: justify;">Hak untuk hidup adalah Hak Asasi yang dijamin oleh Negara sesuai dengan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A dan pasal 28H ayat (1) dan Undang Undang Nomor 39 tahun 1999,

yang kemudian menjadi acuan konsep Pemerintah dalam menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia

berupa hak atas kesehatan sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.<br

/>Walau pemenuhan hak atas kesehatan ini telah dijamin oleh Negara secara konstitusional dan hukum,

namun pada implementasinya tingkat pemenuhan SPM Air Minum masih mencukupi. Negara dalam tulisan

ini merujuk pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

yang terdiri dari Penyelenggara Negara dan Masyarakat. Baik Penyelenggara Negara maupun rakyat punya

peran sesuai pasal 1 butir; dan janji politik setiap WNI sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor

12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 16. Peran Negara dalam tulisan ini

dibatasi pada peran Penyelenggara Negara (Pemerintah) yang wajib dipenuhi untuk implementasi SPM Air

Minum sesuai aturan dan kebijakan hukum Indonesia, pada tulisan ini dengan pembatasan pada peran

Eksekutif dan Yudikatif. Peran ini kemudian lahir dalam bentuk rangkaian tindakan Negara yang

dikalkulasi, dijabarkan dalam program serta dikontekstualisasi sesuai situasi, kondisi sosial politik, alam

secara global, termasuk alur hidrologi alam dan peran dunia internasional. <br />Sesuai dengan Undang

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah

Daerah Kota/Kabupaten dan Provinsi wajib memenuhi SPM Air Minum untuk setiap Warga Negara

Indonesia tanpa kecuali, yang dalam penterjemahan level undang-undang dan peraturan yang lebih rendah

dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas dengan pengawasan berdasar sistem IKU BKN dan sistem

pelaporan keuangan yang diawasi oleh BPK. Berdasar penilaian IKU BKN maupun BPK, Pemerintah

Daerah telah menjalankan perannya dengan baik dengan laporan keuangan yang WTP. Namun demikian

hingga kini banyak orang tetap belum mendapatkan pemenuhan HAM bidang penyelenggaran SPM Air

Minum. <br />Penelitian ini menggunakan metode gabungan kuantitatif dan kualitatif, deskriptif analisis.

Obyek yang diteliti adalah aturan dan kebijakan hukum tentang pemenuhan SPM Air Minum, peran Negara

serta bagaimana implementasi yang dikontekstualkan dengan keadaan di wilayah penelitian. Wawancara,

diskusi dan observasi dilakukan pada orang dari Bappenas, 12 orang dari PDAM, 10 orang warga

masyarakat, 1 politisi. Penelitian dilakukan di Pulau Sumatera, Provinsi Lampung. Pemilihan

Kota/Kabupaten didasarkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019, yaitu dengan mempertimbangkan

potensi, areal pengambilan dan dampak lingkungan air tanah dari pengambilan air tanah. Wilayah yang

dipilih adalah Kota Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Peran

penyelenggara Negara dibatasi dan dianalisis sesuai dengan tupoksi, baik peran langsung maupun tidak

langsung. <br />Hasil penelitian ini mendapati bahwa peran Negara secara langsung telah sesuai dengann

tupoksi dengan hasil yang baik dan laporan keuangan yang WTP sesuai dengan RKPD dan APBD, namun

peran Negara yang tidak langsung belum dilaporkan/dielaborasi. Wilayah yang tidak terpenuhi SPM Air
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Minum adalah wilayah yang memang tidak direncanakan, belum dikalkulasi baik karena PAD yang kecil,

atau tidak ada kesepakatan penyelenggaaraannya dilaksanakan dalam bentuk RKPD, APBD atau atau

bentuk lainnya. Jadi walau mekanisme hukum dan kebijakan yang ada telah dijalankan dengan maksimal

sesuai IKU BKN dan WTP, namun hasilnya tetap ada gap yang menunjukkan adanya wilayah yang tidak

terselenggara SPM Air Minum. Gap ini dapat menjadi landasan untuk membuka peluang peran pihak ketiga

(sektor privat) untuk ikut menyelenggarakan SPM Air Minum demi terpenuhinya hak konstitusional

masyarakat di bidang kesehatan. <br />Mekanisme RKPD dan APBD adalah hasil dari proses demokrasi

rakyat melalui Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten dan

KUA KDH bersama DPRD. Mekanisme ini ternyata masih berpeluang besar untuk tidak melibatkan peran

rakyat di dalamnya. Mekanisme partisipasi rakyat yang bukan berdasar pemilihan atau penunjukkan dari

Pemerintah dan transparansi menjadi hal yang harus dipertimbangkan dalam perbaikan sistem Musrenbang.

<br />Data penyelenggaraan SPM Air Minum menggambarkan juga ketidaktahuan rakyat tentang

pentingnya hak atas kesehatan yang dapat berdampak pada kesehatan, kesakitan atu kelangsungan hidup

mereka. Oleh karena itu pendidikan literasi tentang hak atas kesehatan seharusnya diselenggarakan sebelum

rakyat memutuskan RKPD/APBD. <br />Ketidaktahuan, ketidakterlibatan atau ketidakpedulian rakyat

akibat rendahnya tingkat literasi mereka tentu akan berdampak pada lambannya sistem sosial, hukum,

kesehatan masyarakat dan pengabaian hak-hak rakyat <br />Kesimpulan penelitian ini adalah adanya gap

antara konsep pemenuhan HAM konstitusional di bidang kesehatan dengan konsep penyelenggaran SPM

Air Minum; pengaturan kebijakan hak kesehatan masih belum lengkap dan belum menjamin terpenuhinya

SPM Air Minum; Peran Penyelenggara Negara terbatas hanya pada IKU BKN, RKPD atau WTP, yang

berdampak lahirnya gap antara kemampuan memenuhi SPM Air Minum dan kebutuhan rakyat. Dengan

demikian hipotesis bahwa jika Negara telah menjalankan peran sesuai kewajiban dan aturan hukum, maka

SPM Air Minum terpenuhinya ternyata tidak sepenuhnya tepat.<br />Saran penulis adalah mengevaluasi

kembali konsep penyelenggaraan Air Minum secara nasional terutama tentang peran langsung maupun

peran tidak langsung lembaga negara; revisi mekanisme Musrenbang Desa; adanya parameter keberlanjutan

SPM Air Minum dan penunjukkan lembaga yang wajib menyelenggarakannya; aturan tentang mekanisme

sanksi yang lebih efektif jika terjadi pelanggaran hak atas kesehatan; serta mempertimbangkan pembuatan

kebijakan tentang pelibatan pihak ke 3 (sektor privat) untuk mengatasi gap antara kemampuan Negara dan

hak rakyat atas atas kesehatan berupa penyelenggaraan Air Minum sesuai SPM.</p><hr /><p style="text-

align: justify;">The right to life is a Human Right guaranteed by the State in accordance with the 1945

Constitution Article 28A and Article 28H paragraph (1) and Law Number 39 of 1999, which later became

the reference for the Government's concept in guaranteeing and protecting Human Rights in the form of the

right to health in accordance with Law Number 17 of 2023 concerning Health.<br />Even though the

fulfillment of the right to health has been guaranteed by the State constitutionally and legally, in its

implementation the level of fulfillment of the SPM for Drinking Water is still sufficient. The state in this

article refers to Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 2009 concerning Public Services consisting

of State Administrators and the Community. Both State Administrators and the people have roles according

to article 1 point; and political promises of every Indonesian citizen in accordance with Law of the Republic

of Indonesia Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia article 16. The role of

the State in this paper is limited to the role of State Administrators (Government) which must be fulfilled for

the implementation of SPM for Drinking Water in accordance with Indonesian legal rules and policies, in

this paper with limitations on the role of the Executive and Judiciary. This role then emerged in the form of



a series of calculated State actions, described in programs and contextualized according to the situation,

socio-political conditions, nature globally, including natural hydrological flows and the role of the

international world.<br />In accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014

concerning Regional Government, City/Regency and Provincial Governments are obliged to fulfill the SPM

for Drinking Water for every Indonesian citizen without exception, which in the translation of lower levels

of laws and regulations is carried out in stages. based on priorities with supervision based on the BKN IKU

system and financial reporting system supervised by the BPK. Based on the BKN and BPK IKU

assessments, the Regional Government has carried out its role well with WTP financial reports. However,

until now many people still do not have human rights fulfilled in the implementation of SPM for Drinking

Water.<br />This research uses a combined quantitative and qualitative method, descriptive analysis. The

objects studied are legal rules and policies regarding the fulfillment of the SPM for Drinking Water, the role

of the State and how implementation is contextualized with the conditions in the research area. Interviews,

discussions and observations were carried out with people from Bappenas, 12 people from PDAM, 10

community members, 1 politician. The research was conducted on Sumatra Island, Lampung Province. The

selection of cities/regencies is based on Governor's Regulation Number 16 of 2019, namely taking into

account the potential, extraction area and environmental impact of groundwater from groundwater

extraction. The selected areas are Bandar Lampung City, West Lampung Regency and West Pesisir

Regency. The role of State administrators is limited and analyzed according to their main tasks and

functions, both direct and indirect roles.<br />The results of this research found that the State's direct role is

in accordance with its main duties and functions with good results and WTP financial reports are in

accordance with the RKPD and APBD, but the State's indirect role has not been reported/elaborated. Areas

that do not meet the SPM for Drinking Water are areas that have not been planned, have not been calculated

either because the PAD is small, or there is no agreement to implement it in the form of RKPD, APBD or

other forms. So even though the existing legal and policy mechanisms have been implemented optimally in

accordance with the BKN IKU and WTP, the results still have gaps which indicate that there are areas where

the Drinking Water SPM is not implemented. This gap can be the basis for opening opportunities for the role

of third parties (private sector) to participate in implementing Drinking Water SPM for the fulfillment of

people's constitutional rights in the health sector. The RKPD and APBD mechanisms are the result of the

people's democratic process through the Village Musrenbang, Subdistrict Musrenbang, SKPD Forum,

Regency Musrenbang and KUA KDH together with the DPRD. It turns out that this mechanism still has a

big chance of not involving the people's role in it. Mechanisms for people's participation that are not based

on elections or appointments from the Government and transparency are things that must be considered in

improving the Musrenbang system.<br />Data on the implementation of SPM Drinking Water also

illustrates people's ignorance about the importance of the right to health which can have an impact on their

health, illness or survival. Therefore, literacy education about the right to health should be held before the

people decide on the RKPD/APBD.<br />Ignorance, non-involvement or indifference of the people due to

their low level of literacy will certainly have an impact on slow social, legal and public health systems and

neglect of people's rights.<br />The conclusion of this research is that there is a gap between the concept of

fulfilling constitutional human rights in the health sector and the concept of implementing SPM for Drinking

Water; policy arrangements for the right to health are still incomplete and do not guarantee the fulfillment of

the SPM for Drinking Water; The role of State Administrators is limited to IKU BKN, RKPD or WTP,

which has the impact of creating a gap between the ability to fulfill the SPM for Drinking Water and the



needs of the people. Thus, the hypothesis that if the State has carried out its role in accordance with legal

obligations and regulations, then the SPM for Drinking Water is fulfilled is not completely correct<br />The

author's suggestion is to re-evaluate the concept of administering Drinking Water nationally, especially

regarding the direct and indirect roles of state institutions; revision of the Village Musrenbang mechanism;

the existence of parameters for the sustainability of SPM Drinking Water and the appointment of institutions

that are obliged to implement them; regulations on more effective sanction mechanisms in the event of

violations of the right to health; and considering making policies regarding the involvement of third parties

(the private sector) to overcome the gap between the State's capacity and the people's right to health in the

form of administering drinking water according to the SPM.</p><p>&nbsp;</p>


